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ABSTRAK

DJUMHAN PRABOWO AFANDI, NIM : H11.16.254 Judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah
Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota
Gorontalo”.Dibimbing oleh Bapak llham selaku Pembimbing |
dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pengaturan hukum
tentang tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak
di Kota Gorontalo (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota terhadap
anak pelaku kekerasan panah wayer di Kota Gorontalo.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris,
yaitu tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau
menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat
penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan
data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Pengaturan tindak
pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan olah anak sejatinya
belumlah di atur secara khusus, sehingga dalam penanggulangan dan
penindakannya senantiasa di dasarkan pada hukum pidana formill dan
materill yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat
dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem
peradilan pidana anak sebagai bentuk penerapan asas peraturan
perundang-undangan yang lebih khusus mengeyampingkan keberlakukan
peraturan perundang-undangan yang bersifat atau lebih umum. (2)
Adapun penegakan hukum oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota di
pengaruhi oleh faktor-faktor berikut : Faktor Hukum, Faktor Penegak
Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat,
Faktor Kebudayaan

Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut dapat di
Rekomendasikan : (1) perlu adanya pengintegrasian instrumen
hukum yang berlaku. (2) keterlibatan masayarakat merupakan
suatu hal yang harus di upayakan dalam mencegah timbulnya
tindakan seperti kekerasan panah wayer pada khususnya dan
tindakan kejahatan lainnya pada umumnya yang bisa saja
menjadikan anak bukan hanya sebagai korban namun juga
berpotensi menjadi pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Panah Wayer, Anak



ABSTRACT

DJUMHAN PRABOWO AFANDI, NIM: HI11.16.254 Title "Judicial
Review of Arrow Wayer Violence Committed by Children in Gorontalo
City". Supervised by Mr. Ilham as Supervisor I and Mrs. Yeti S. Hasan
as Advisor 11.

This study aims to: (1) Know the legal arrangements regarding
the crime of wayer arrow violence committed by children in Gorontalo
City (2) Know the factors that influence law enforcement by the
Gorontalo City Police Resort against the children of the wayer arrow
violence perpetrators in Gorontalo City.

This type of research uses empirical legal research, namely the
type of empirical approach used to study or analyze primary data in the
form of data in the field of research, the results of direct interviews are
then linked with secondary data in the form of book materials.

The results of this study indicate that (1). The regulation of the
violence of wayer arrows committed by children has not been specifically
regulated, so that the handling and prosecution is always based on the
formill and material criminal law which is adjusted to the provisions
contained in the child protection law and system law. juvenile criminal
justice as a form of application of the principles of more specific
legislation overriding the enforcement of laws that are of a more general
nature. (2) Law enforcement by the Gorontalo city police resort is
influenced by the following factors: Legal factors, law enforcement
factors, supporting facilities and facilities, community factors, cultural
factors

Based on the results of the research, it can be recommended.:
(1) there is a need for integration of applicable legal instruments. (2)
community involvement is something that must be endeavored to prevent
the occurrence of such acts of violence as wayer arrows in particular
and other crimes in general that could make children not only victims but
also potential perpetrators.

Keywords: Crime, Arrow Wayer, Child
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Pengakuan atas konsep Negara hukum sebagamana yang dibuktikan dalam
undnag-undnag dasar Negara Indonesia, ‘“Negara Indonesia adalah negara
hukum.” Secara tidak langsung turut mengakui bahwa Indonesia bukanlah
Negara yang berdasar pada kekuasaan semata. Dengan kata lain segala sesuatunya
harus di dasarkan pada hukum yang berlaku termasuk aktivitas pemerintahan.

Kebaradaan hukum sendiri dalam masyarakat ialah sebagai penagatur pola
hidup agar tercipta kehidupan yang aman tentram dan adil yang mempu
memberikan kebahagian dan keselamatan.

Suatu hal yang pasti bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki
keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, pada kondisi tersebut maka hukum
hadir guna mengatur hubungan yang terjalin antar individu terhadap individu
lainnya tersebut agar tercipta kesemimbangan dalam masyarakat.’

Sebagai Negara hukum maka Indonesia haruslah memiliki pondasi hukum
yang mengakomodir segala kebutuhannya, termasuk perihal tujuan dari Negara
Indonesia sendiri haruslah di atur dalam suatu ketentuan sehingga dapat di jadikan

acuan dalam pengambilan suatu kebijakan.

! Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat
)

2 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.



Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya
adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin
dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat
ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini,
berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku
manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada
terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan
bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebutdisebabkan
bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu,
namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta
mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupanbermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan
merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu
tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang
lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya
ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring
berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak
juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara
hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur

hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat



mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena
anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet
kepemimpian bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik
maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.
Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih
lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu
dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpadiskriminasi.””

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.”*

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan
pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang
sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat

membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian,

3 M. Nasir Djamil, 2013, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 8-9.

# Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, op.cit., him. 21.



anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan
ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan
pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa
akan menempatkananak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak
kekerasan.’

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber
daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara
kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka pembinaan
terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang
berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka
melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia
yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini
dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu,
karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan
hukum dalam masyarakat dan belum secara komperehensif memberikan

perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

3> M. Nasir Djamil, op.cit., him. 1.



Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat
terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang
terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan
seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-
Undang baru ini lebih mengedepankan model restorative justice, yaitu pemulihan
ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah
satunya adalah dengan cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ini menjadi
jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu,
diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan
pemeriksaan perkara di pengadilan.¢

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal
bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan
tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum
juga harus memperhatian pertimbangan- pertimbangan lain yang lebih
komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut
adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta
mencegah. orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga
harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari

dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

6 M. Nasir Djamil, Loc.cit., hlm.6.



Pidana Anak.

Besarnya perhatian terhadap anak yang terlibat tindak pidana baik sebagai
korban maupun sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana sebagaimana
penjabaran diatas secara factual dalam masyarakat justru menunjukkan dengan
mudah di dapati berita terkait keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana.

Kota gorontalo sebagai daerah yang miliki perkembangan masyarakat paling
cepat di provinsi Gorontalo, telah merubah wajah kota gorontalo menjadi kota
yang majemuk dan berkembang baik secara ekonomi, social maupun kebudayaan
disisi lain perkembengan tersebut bukan hanya terjadi pada sektor positif saja
melainkan tingkat kriminalitas pun turut berkembang, termasuk satu diantaranya
ialah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, seperti kejahatan panah
wayer.

Pada laman berita onlain Gopos.id pada tanggal 30 Oktober 2019,
memberitakan bahwa setidanya kepolisian resor gorontalo kota, telah
mengamankan sebanyak 11 (sebelas) orang remaja yang berusia 15 - 17 tahun
sebagai bentuk tindak lanjut atas kejadian penyerangan dengan menggunakan
panah wayer yang terjadi di wilayah kota gorontalo dewasa ini. ’

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan

Kekerasan Panah Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo”

"Https://Gopos.id/pelaku panah wayer di kota gorontalo di ciduk mereka
berseragam sekolah/ di akses 30 Oktober 2019



1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan

masalah yang akan dibahas adalah:

l. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terkaitTindak Pidana Kekerasan Panah
Wayer yang Dilakukan olehAnak di kota Gorontalo?

2. Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Keopolisisan
Resor Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di Kota
Gorontalo?

1.3.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1.  Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan
Panah Wayer yang Dilakukan olehAnak di kota Gorontalo

2. Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh
Kepolisiian Resor Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah
Wayer di Kota Gorontalo

1.4. ManfaatPenelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum
pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang
berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2. Memberikan penerangan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam
upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya tindak

pidana panah wayer yang dilakukan oleh anak.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

<

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah
menyelidiki, mempelajari, dan sabagainya).”®

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi
hukum..’

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “yuridicial” yang sering
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti
kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan.
Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk
memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan
sebagainya) menurut hukum atau dari segihukum.

2.2. TindakPidana

1. Pengertian TindakPidana
Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang

menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum.

Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah delict. Sedangkan

8 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

® M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher,
Surabaya, hlm. 651.



dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di
Indonesia, bersumber dari Wethoek van Strafrecht Netherland, maka
pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah strafbaar feit untuk
menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah strafbaar feit, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan
feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat
atau boleh, dan feir diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan
perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana
atau perbuatan yang dapat dipidana. '°

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan strafbaar
feit menurut pandangannya masing-masing.Simons merumuskan, “strafbaar
feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum,
dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggungjawab.”!!

Sedangkan Van Hamelberpendapat bahwa, "strafbaar feit itu adalah
kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan
hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”!?

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompesebagaimana dikutip dari

buku karya Lamintang, sebagai:

10" Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education,
Yogyakarta, him. 19.

'T"E Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm.205.

21bid.



10

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”!3

Sementara Jonkersmerumuskan bahwa:

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai
“suatu  perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang

yang dapat dipertanggungjawabkan.” !4

Istilah strafbaar feit setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana,
sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang
menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang

dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrechtlebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena
istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (andelen) atau doen
positif atau melainkan (visum atau nabetan) atau met doen, negative /

maupunakibatnya.”!?

13 Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung, him. 34. 13 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum
Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya
Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, him. 72.

Y41bid.

15 Amir Ilyas, op.cit., him.22
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Moeljatnomenggunakan istilah  “perbuatan  pidana”, karena

menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya

perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.

216

Lebih lanjut, Moeljatnomenjelaskan bahwa:

a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian
atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya
larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman
pidananya itu ditujukan padaorangnya.

b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana
(yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan
oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang
yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

¢. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih
tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian
abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu :
pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya
orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.!”

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadisertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar

aturan tersebut.

18

H.J Van Schravendiikmenggunakan istilah perbuatan yang boleh

dihukum. Sementara itu S.R. Sianturimenggunakan istilah tindak pidana dalam

memberikan perumusannya sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu,

dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam

16 S R. Sianturi, op.cit., hlm.207.

17 Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, him.

58-60.

81bid., him.55.
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dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta

dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang

bertanggungjawab).'

Sedangkan Andi Hamzahdalam bukunya, menggunakan istilah delik,
yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam
dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”?°
2.  Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila
perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk

dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari

unsur objektif dan unsursubjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku,
dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam
hatinya. Sedangkan wunsur objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengankeadaan-keadaan,yaitu di dalam keadaan-keadaan

mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.?!

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara
lain:
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat)

19'S. R. Sianturi., op.cit., him.211.

20 Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
hlm. 72.

21 Amir Ilyas, op.cit., hlm.45.
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maupun perbuatan negatif (tidakberbuat);
Diancam denganpidana;
Melawanhukum;
Dilakukan dengan kesalahan; dan
Oleh orang yang mampubertanggungjawab.??

© Q0T

MenurutMoeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan
pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagaiberikut:
a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturanhukum)

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggarlarangan).?

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-
hal seperti dibawah ini:
a. Perbuatan / rangkaian perbuatanmanusia.
b. Yang bertentangan dngan peraturanperUndang-Undangan.
c. Diadakan tindakanhukuman.?*
2.3. Tindak PidanaKekerasan
(1)Pengertian Tindak PidanaKekerasan
Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata
“keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan
berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan

22 Tongat, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif
Pembaharuan, UMM Press, Malang, hlm. 105.

2 Moeljatno, op.cit., hlm. 57.

24 R. Tresna, 1990, Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta,
him.20.
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kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai

paksaan.”?

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa
yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP
disebutkan bahwa:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,
menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan
dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat
orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).”?

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak
ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti
tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak
dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak
berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.?’

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan
dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalamUndang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak berarti:

25 kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul. 08.50 WITA.

26 R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,
hlm.98.

2T Ibid.
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“Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum.”?8
Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang
dikemukakan oleh Stephen Schaferadalah “kejahatan kekerasan yang
utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan
kekerasan.”
(2)Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan
Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di
dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab.
Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-
350KUHP)
2. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358KUHP)
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan
(Pasal 365KUHP)
4. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285SKUHP)

5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena

kealpaan (Pasal 359-367KUHP)

28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, hlm. 3.

2 Mulyana W. Kusuma, 1984, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan,
Armico, Bandung, him.24.
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2.4. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak PidanaPenganiayaan

Di dalam KUHP, penganiayaan merupakan istilah yang dipakai
untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak
memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud
dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi,
yang diartikan penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”>°

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti
penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian
yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian
dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.
Sedangkan “penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana
adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.’!

Pada dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat
dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat
dijadikanacuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan
penganiayaan, yaitu dari segi tata bahasa dan pendapat paraahli.

*  Pengertian menurut Tata Bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Dalam Kamus Besar

30R. Susilo, op.cit., hlm. 245.

31 Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh
(Pemberantasan dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.
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Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” diartikan sebagai perbuatan
bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan makna
penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang- wenang
(penyiksaan, penindasan, dansebagainya).>?

*  Pengertian menurut Para Ahli

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah:

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka

pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan

kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan
badan.*

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah:

Memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti
mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti
menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau
menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti
membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan
sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati
batas yang diizinkan.>*

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II
Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat
digolongkan menjadi 5 jenis,yaitu:*’

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351KUHP)

32 kbbi.web.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 09.19 WITA.
33 Leden Marpaung, op.cit., hlm.5.
3+ R. Susilo, Loc.cit.

33 R. Susilo, op.cit., hlm. 244-247.
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Pasal 351 KUHP, merumuskan:

(1)

(2)
3)
(4)
()

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara
selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda
sebanyak- banyaknya Rp4.500,-.

Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah
dihukum penjara selama-lamanya limatahun.

Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia
dihukum penjara selama-lamanya tujuhtahun.

Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
orang dengansengaja.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak
dapatdihukum.3®

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

(1)

(2)

Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353
dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan
sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau
pekerjaan sebagai penganiayaan ringan,dihukum
penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini
boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan
itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya
atau yang ada dibawah perintahnya.

Percobaan  melakukan  kejahatan ini  tidak
dapatdihukum.’’

Cc. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

(1)

(2)
3)

Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan
terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya
empattahun.

Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia
dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.*

36Pasal 351KUHP

37Pasal 352 KUHP

38Pasal 353 KUHP



d.

e.

f.

19

Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
Pasal 354 KUHP, merumuskan:

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang
lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya delapantahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya,
sitersalah ~ dihukum  penjara  selama-lamanya
sepuluhtahun.’

Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
Pasal 355 KUHP, merumuskan:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan
direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara
selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya,
sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima
belastahun.*’

Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang
Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan
355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

Ke-1 juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada
ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau
anaknya.

Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai
negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan
yang sah.

Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan
yang merusakkan jiwa atau kesehatanorang.*!

39Pasal 354 KUHP

40Pasal 355 KUHP

41Pasal 356 KUHP
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2.5. Anak
1.  PengertianAnak
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak
adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.*?

Ditinjau dari perspektif hukum, pengertian mengenai anak
menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur
tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
joUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalamkandungan.

b. Undang-

UndangNomor1 1 Tahun2012tentangSistemPeradilanPidan
aAnak Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menjelaskan bahwa anak yang Berkonflikdengan Hukum

yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

42Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35.
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(delapan  belas) tahun yang diduga melakukan
tindakpidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindakpidana.

2.  Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang
untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:

o Anak yang melakukan tindak pidana;atau

J Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan
terlarang bagi anak, baik menurut peraturanperundang-
undanganmaupun menurut peraturan hukum lain yang
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*?

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak
yang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak

adalah ““anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

“3Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.
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pidana”.**

2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya
menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan. Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan
atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan
dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang
mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik

rohani, jasmani, maupunsosial.
Arif Gositamengatakan bahwa hukum perlindungan anak
adalah “hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak

benar- benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”*

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan perlindungan anak
adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”*

“Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

“Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo,
Jakarta, hlm. 53.

“6Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang
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Usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk
melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya.Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan
hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah
melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana,
berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga
negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek
perlindungan terhadap diri anak.

Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap
anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak
asasi dan  jaminan-jaminan hukum bagi anakharus
sepenuhnyadihormati. Bahkan, putusan terhadap anak (antara lain
pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan
dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat
menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai
dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan

mereka serta pelanggaran yang dilakukan.*’

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

4’Maidin Gultom, op.cit., him.42
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2.6. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pemidanaan

Istilah pidana adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman
yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu istilah umum yaitu
straf. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.*®

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja
dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang
sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah
melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum
pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaarfeit).*’

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman
sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.Pidana
dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari
hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut
terpidana.

Tujuan mencantumkan pidana pada setiap larangan dari hukum
pidana (strafbaar feit. tindak pidana), disamping bertujuan untuk

kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga

“8 Adami Chazawi, op.cit., hlm.24

“bid.
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bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk
melanggar hukumpidana.

2. Teori-teori Pemidanaan
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan

pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan
teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori
gabungan.>
e Teori Absolut atau TeoriPembalasan
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena
seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori
ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Flat
Jjustitia ruat coelom” yang berarti walaupun besok dunia

akan  kiamat, namun penjahat terakhir  harus

menjalankanpidananya.’!

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:
1)  Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi
pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari
kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat
kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan

suatu banana atau kerugian yang seimbang dengan

0Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia — Suatu Pengantar,
Refika Aditama, Bandung, him. 141-145.

51A. Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas
Muhammadiyah, Malang, hlm. 142.
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kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuatkejahatan.
2)  Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada
enjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah
seharusnya dijatuhi pidana yangringan.>
2.1.2. Teori Relatif atau TeoriTujuan

Teori ini mendasarkan pandangan bahwa dasar hukum
pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk
perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.
Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa
mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van
Feurbach yang mengemukakan hanya
denganmengadakanancaman pidana saja tidak akan memadai,
melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.>

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan

teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut
tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori

relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu

dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi,

2bid.

83Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, hlm. 153.
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agar menjadi baik kembali.>*
2.1.3. TeoriGabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang
pemidanaan, muncul teori ketiga yang merupakan gabungan
antara keduanya yang disebut dengan teori gabungan.

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa
pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan
penjahat tetapi juga untuk memperbaikipenjahat.

Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap
pelaku kejahatan, juga yang terpenting adalah memberikan
pembinaan danpendidikan.*

3. Jenis-jenis Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah

menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10. Bentuk pidana
dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan
terdiri dari tiga jenis pidana.

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan
satu pidana pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam

Undang-Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari

541bid.

551bid.
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pidanatambahan.

Adapun Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP tersebut
ialah berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri
atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda
sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu,

perampasan barang, serta pengumuman putusan hakim.>¢

56Pasal 10 KUHP



2.7. Kerangka Pikir
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23

\_

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Anak
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Kekerasan Panah Wayer yang
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Aturan Hukum 1. Penegakan Hukum

Penegak Aturan Hukum 2. Kriminalitas oleh anak

Sarana (fasilitas) 3. Penggulangan tindakan serupa
Masyarakat 4. Ketertiban dan keamanan dalam
kebudayaan masyarakat

29

\

/

Terwujudnya perlindungan terhadap anak baik
sebagai korban maupun sebgai pelaku tindakan
pidana
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2.8. Defenisi Operasional

Panah Wayeradalah senjata tajam rakitan, berbentuk busur yang terbuat dari besi
dengan pelontar menyerupai ketapel.

Kekerasanialah tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk
melukai atau mecederai orain lain.

Anak adalah sebutan bagi seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan

belum pernah menikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik
digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data
dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan
dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-
data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-
Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani,
pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari

tindakan kekerasanpanah wayer yang dilakukan oleh anakdi kota gorontalo.

3.2. Obyek penelitian

Objek kajian penelitian ini adalah penegakan hukum terhdap anak sebgai
pelaku kekerasan panah wayer dikota gorontalo
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Adapun
waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari

2020.

31
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3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung
dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi
penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-
data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.

2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi
tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi

perundang-undangan.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di Kejaksaan Negeri
Limboto. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara purposive
sampling (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel
responden dari target populasi penelitian ini.”’
3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni

pendekatan lapangan (Field research dan pendekatan perpustakaan (library

research).)

57Said Sampara. 2016 : 86.
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3.7. Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas
dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka
Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan
secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan

sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Panah Wayer yang
Dilakukan olehAnak di Kota Gorontalo
Data pada kepolisian resor gorontalo kota, sepanjang tahun 2017 — 2019
setidaknya terdapat total 21 kasus tindak Pidana kekerasan dengan menggunakan
panah wayer di Kota Gorontalo, sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 1.1

Data Tindak Kekeresan Panah Wayer di Kota Gorontalo

No. Tahun Jumlah
1 2017 8 Kasus
2 2018 4 Kasus
3 2019 9 Kasus

Total 21 Kasus

Sumber data : Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota

Dalam data tersebut terlihat bahwa kasus panah wayer yang terjadi di kota
gorontalo selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan

tertinggi pada tahun 2019 yakni sebanyak 9 kasus.

Penulis juga mendapati data, bahwa dari 21 kasus panah wayer yang terjadi
di kota gorontalo tersebut terdapat 19 pelaku yang telah diamankan oleh pihak
kepolisian resor goorntalo kota, para pelaku tersebut di dominasi oleh remaja

yakni usia kurang dari 20 tahun sebanyak 12 orang sedangnkan 7 orang lainnya

34
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merupakan remaja beusia antara 20 hingga 25 tahun.

Berdasar pada data tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dari
permerintah untuk mengantisipasi keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana,
yang dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan panah wayer, Sejauh penelusuran
penulis maka Undang-undang yang digunakan untuk menangani keterlibatan anak
pada suatu tindak pidana, belum mengatur secara khusus mengenai anak sebagai
pelaku tindak pidana kekerasan panah wayer sehingga instrument/aturan hukum

dalam menenangani anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada:

4.1..1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana (KUHP) tentang pembuat delik meliputi 4 (empat)

katagori sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukanperbuatan.

2. Mereka yang menyuruh melakukanperbuatan.

3. Mereka yang turut serta melakukanperbuatan.

4. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
dengan empat cara atau daya ( dengan janji, dengan menyalah
gunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman,

dengan memberi kesempatan, sarana, atauketerangan)’®

Keempat katagori diatas dapat berlaku sepenuhnya bagi anak karena
dilihat dari walaupun dari segi usia dan perkembangan fisiknya anak

berbeda dengan orang dewasa, hanya saja bentuk sanksi yang diterima oleh

8 KUHP, Pasal 55
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anak berbeda dengan orangdewasa.

Pasal 37 KUHP :*

1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan
pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas anak
orang lain, dapat dicabut dalam halpemidanaan:

a. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan
kejahatan bersama-sama dengan anak yang kurang umur
(minderjarig) yang ada di bawahkekuasaannya;

b. Orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup
umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan
kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII,

XIX, dan XX dari BukuKedua.

2) Pencabutan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh
hakim pidana terhadap orang- orang yang baginya berlaku
aturan akibat Undang-undang Hukum Perdata tentang
pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan

kekuasaanpengampu.

Pasal 40 KUHP :%°

Jika seorang di bawah umur 16 (enam belas) tahun mempunyai,

memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar

%9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 37

60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal.40.
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aturan-aturan tentang penghasilan dan persewaan negara, aturan-
aturan tentang pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang
tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan,
mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka
hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu,
juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang

tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.
Pasal 45 KUHP :*!

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig)
karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim
dapat menentukan ,memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya,
tanpa pidana apapun;ataumemerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika
perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut
Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526,531, 532,
536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah
karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut
diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 45 KUHP ini menuntut anak yang melakukan perbuatan
pidana sebelum umur enam belas tahun, makan hakim dapat

memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan orang tuanya, wali

61 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 45.
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atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun jika perbuatan yang dia
lakukan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran terhadap pasal-pasal
yang disebutkan dalam Pasal 45, dan putusannya menjaditetap.

Dalam Pasal 46 KUHP yang isi pasal tersebut menetapkan
tempat-tempat penampungan bagi seorang anak yang telah dijatuhi

putusan, diserahkan kepada pemerintah.

Pasal 46 KUHP :%2

1) Jika hakim memerintahkansupayayangbersalahdiserahkan
kepada pemerintah, maka laludimasukkandalam rumah
pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari
pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau
diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan
hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan
pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan
pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling
lama umur delapan belas tahun.

2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan
undangundang.
Pasal 47 KUHP menetapkan ketentuan tentang lamanya pidana

bagi anak yang telah melakukan tindak pidana.

Pasal 47 KUHP:%3

62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 46.
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1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok
terhadap tindak pidana anak itu dikurangisepertiga.

2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima belastahun.

3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan

3, tidak dapatdijatuhkan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka
ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Pasal 67
UU No. 3 Tahun1997).

Pasal 78 Ayat 2 :%

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya
belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas
dikurangi menjadi sepertiga.

Yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat 2 KUHP ini adalah bagi
anak yang usianya belum mencapai 18 tahun maka tenggang
daluwarsa dikurangi sepertiga dari masing-masing daluwarsa yang ada
pada Pasal 78 Ayat 1, yaitu yang menyangkut :

a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan

dengan percetakan, sesudah satu tahun;

63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 47.

64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 78 Ayat 2.
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b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau
pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

C. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih
dari tiga tahun, sesudah dua belastahun;

d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup, sesudah delapan belastahun.

Pasal 82 :

1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan
denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar
maksimum denda, dan  biaya-biaya yang  telah
dikeluarkankalaupenuntutantelahdimulai,ataskuasapejabat yang
ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu
yang ditetapkan olehnya.

2) Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang
dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus
dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat(1).

3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan
itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana
terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus
berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal ini.

4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang
belum cukup umur, yang pada saat melakukan perbuatan belum

berumur enam belastahun.
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Yang dimaksud dari pasal diatas yaitu berintikan bahwa anak
yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berumur 16 tahun
dalam KUHP tidak berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang

disebutkan dalam Pasal 82 Ayat( 1)- Ayat (3).

4.1.2.Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan PidanaAnak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan
tingkah laku anak yang melakukan tindakanpidana,perlu dipertimbangkan
kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak
telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran,
perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi
perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anakyang
berhadapan dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya
seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan
pengembangan perilaku anaktersebut.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan
perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam
hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan
pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan
penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan
ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang

Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari
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maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan
penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan
terhadapanak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati
sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umatmanusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat
kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu
pendapatperlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan
yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar
dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri
anaktersebut.

Penyusunan Undang-Undang 11 Tahun 2012 merupakan penggantian

terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan
tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin
perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan
hukum sebagai penerus bangsa.

Ketentuan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau
melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, berikut beberapaketentuan-
ketentuannya:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.®

2.  Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut
umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim
kasasianak.®¢

3.  Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:®’

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan

sesuai dengan umurnya;

65 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 1 ayat (3)

66 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 1 angka 8, 9,10, 11, 12.

67 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 3
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b. dipisahkan dari orang dewasa;

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untukumum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya;

j- memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang
dipercaya olehAnak;

K. memperoleh advokasisosial;

|.  memperoleh kehidupanpribadi;

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anakcacat;

n. memperoleh pendidikan;

0. memperoleh pelayananan kesehatan;dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4.  Anak yang sedang menjalani masa pidanaberhak:%®

8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
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a. mendapat pengurangan masa pidana;

b. memperoleh asimilasi;

c. memperoleh cuti mengunjungikeluarga;

d. memperoleh pembebasanbersyarat;

e. memperoleh cuti menjelangbebas;

f. memperoleh cuti bersyarat;dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan
Diversi.®(pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilanpidana)

6. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak
di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang dilakukan dan diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan
tindakpidana.”

7. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan
perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana

yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus

Anak, Pasal 4 Ayat (1).

9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 5 Ayat (3).

70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 7
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sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui penjatuhan
sanksi tanpapemberatan.’!

8.  Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi,
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja SosialProfesionaldan Tenaga

Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik
bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.’
Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal,
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang
tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang
membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan
dantekanan.”

9.  Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan
dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas
sebagaimana dimaksud meliputi nama Anak, nama Anak Korban,
nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang
dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau

AnakSaksi.”

! Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 17

2Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 18

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Penjelasan Pasal 18.

"4Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 19
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10. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur
18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah
Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas)
tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,

Anaktetap diajukan ke sidangAnak.”

11.  Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil
keputusanuntuk:

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi
yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam)bulan.’®

12. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan
hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”’

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 20

®Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
PidanaAnak, Pasal 21 Ayat (1)

"Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
PidanaAnak, Pasal 23 Ayat (1)
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Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi
wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh

Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau PekerjaSosial.”®

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang
dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke
pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atauanggotaTentara
Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.”

Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus
oleh lembaga yang menangani perkaraAnak.%°

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Negara RepublikIndonesia.®!

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan
paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib
ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang

pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan,

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
PidanaAnak, Pasal 23 Ayat (2)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 24

80Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 25

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 26 Ayat (1)
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Anak dititipkan diLPKS.%?

18. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi
dengan memperhatikan kebutuhan sesuai denganumurnya.®’

19. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidangsosial.?*

20. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak
memperoleh jaminan dari orang tua/Walidan/atau lembagabahwa Anak
tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang

bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap

Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7
(tujuh) tahun ataulebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak

ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap

dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan

82Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 30 Ayat (1), (2),(3)

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
PidanaAnak, Pasal 30 Ayat (4)

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 30 Ayat (5)
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penempatan Anak di LPKS.%

21. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak
terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.®®

22. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak
memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud, penangkapan atau penahanan

terhadap Anak batal demihukum.®’

23. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan
oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua
pengadilan  tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai
Hakimmeliputi:

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan
peradilanumum,;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

Anak; dan

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 32

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 33 Ayat (4), (5)

8"Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 40
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c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud, tugas pemeriksaan di sidang Anak
dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan
bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orangdewasa.®®

Hakim tingkat pertama, hakim banding, dan hakim kasasi ditetapkan

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua

pengadilan tinggi yangbersangkutan.®

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan
kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya kepada KetuaMahkamahAgung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim
untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah
menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Kemudian hakim
wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 43

8Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 43, 45, 48

%0 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 51
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dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat
dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses
Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita
acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan
negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil
dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.®!

27. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang
tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang
dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang
dewasa.”?

28. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang
tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
Dalamhalorangtua/Walidan/ataupendampingtidakhadir,sidang tetap
dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila dalam hal Hakim
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur, maka sidang Anak
batal demihukum.”

29. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan

! Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 52
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Anak,Pasal 53
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ketentuan dalam Undang- Undang ini. Anak yang belum berusia 14
(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”*
30. Pidana pokok bagi Anak terdiriatas:
a. Pidanaperingatan;
b. Pidana dengansyarat:
1) pembinaan di luarlembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau,
3) pengawasan.
c.  pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga;dan
€.  penjara.
Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntunganyangdiperolehdaritindak pidana;atau

b. pemenuhan kewajibanadat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan
martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.”®

31. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana

4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 69
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penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan

pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan syarat umum

dan syaratkhusus.

a. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
selama menjalani masa pidana dengansyarat.

b. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap
memperhatikan kebebasanAnak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana

dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat,paling

lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat,

Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing

Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati

persyaratan yangtelahditetapkan. Selama Anak menjalani pidana

dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan)
tahun.”

32. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan
untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi
seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan

masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat

% Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 73



55

mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak
tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan
masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan
masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan

paling lama 120 (seratus dua puluh)jam.”’

33. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi
pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan
Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.’®

34. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan
pelatihan kerja yang sesuai dengan usiaAnak.Pidana pelatihan kerja

dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu)tahun.”

35. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak
melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan
terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana
penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus

pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai

%7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 76

%8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pasal 77

?Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
PidanaAnak, Pasal 78
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pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undangini.'%

36. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga
dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan
masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang
telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam
lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak

mendapatkan pembebasan bersyarat.!°!

37. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan
Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA
dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak
yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di
LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai

upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan

100 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
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tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh)tahun.!®

38. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anakmeliputi:

o)

. pengembalian kepada orangtua/Wali;

(o

. penyerahan kepadaseseorang;

o

. perawatan di rumah sakit jiwa;

o

. perawatan diLPKS;

()

. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badanswasta;

—h

pencabutan surat izin mengemudi;dan/atau

g. perbaikan akibat tindakpidana.

Tindakan diatas dikenakan paling lama 1 tahun. Tindakan
sebagaimana dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya,
kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7
(tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.'®

39. Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS, LPKA, maupun anak yang
berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas, berhak

memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,

102 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
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pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal Anak telah mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana,

Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan

memperhatikan kesinambungan pembinaan anak atau dalam hal tidak

terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat

memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan
rekomendasi dari PembimbingKemasyarakatan.'%

4.2. Factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor

Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di

wilayah Kota Gorontalo.

Dalam kajian teoritis, Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya
hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh
karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan
hukum in concreto dalammempertahankan dan menjamin di taatinya hukum
materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum
formal.!%

Hukum sendiri merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah
laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk

mengadakan  keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di = dalam

1%4Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pasal 84-87.

105 Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Y ogyakarta: Liberty
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masyarakat.Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan
mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang
khusus.

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan disini tergolong
dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang
dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun undang-undang tidak
memberi ketentuan mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”
(mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu
“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau
luka”.1%

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika
pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban
penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas lex specialis derogat legi
generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), maka ada
peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu
diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dan Undang-
Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penegakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu

196R. Susilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politeia, him. 245.
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penegakan hukum sebagaiman yang telah penulis jebarkan pada bab sebelumnya,
dalam konteks data kasus panah wayer yang terjadi di wilayah kota gorontalo,
terlihat bahwa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas
pendukung, masyarakat dan kebudaya.'?’

Berdasar pada analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap fakta yang
terjadi ialah aturan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dalam
kerangka negara hukum Indonesia menempatkan pihak kepolisian sebagai salah
satu bagian yang berperan dalam penegakan hukum, namun bukan berarti
penegakan hukum hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, berdasar pada hukum
pidana positif maka penegakan hukum di berikan kepada polisi, jaksa dan hakim
serta penegak hukum yang secara special diberikan berdasarkan ketentuan suatu
undang-undang yang secara sistemik tersusun mulai dari tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan pemberian putusan pengadilan oleh hakim. Demikian
pula pada faktor penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian pada
kepolisian resor gorontalo kota serta sarana dan fasilitas pendukung yang dimiliki
dalam menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana panah wayer di kota
gorontalo, hal ini terlihat dari grafik perkembangan kasus yang menunjukkan
peningkatan di tahun 2019, selain itu pada faktor masyarakat dan kebudayaan
terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat
gorontalo terhadap keberlakuan hukum di tambah dengan kemajuan di berbagai
sektor di kota gorontalo telah menggerus budaya dalam masyarakat termasuk pola

asuh orang tua terhadap anak, yang cenderung memberikan kebebasan kepada

107 Soerjono  Soekanto. 2004,Faktor-Faktor ~Yang Mempengaruhi

Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42
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anak tanpa disertai pengawasan serta munculnya paham individualisme dalam
masyarakat sehingga masyarakat cenderung acuh terhadap perkembangan social

yang ada, sehingga pergaulan anak akan sangat mudah berjalan kearah negative.



5.1.

1.

5.2.

1.

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Pengaturan tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan olah anak
sejatinya belumlah di atur secara khusus, sehingga dalam penanggulangan dan
penindakannya senantiasa di dasarkan pada hukum pidana formill dan
materill yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam
undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan
pidana anak sebagai bentuk penerapan asas peraturan perundang-undangan
yang lebih khusus mengeyampingkan keberlakukan peraturan perundang-
undangan yang bersifat atau lebih umum.
Adapun penegakan hukum oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota di
pengaruhi oleh faktor-faktor berikut : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum,
Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor
Kebudayaan
Saran

Sebagai wujud dari aktualisasi adanya kehendak pembinaan terhadap

generasi penerus bangsa dalam hal ini anak, maka perlu adanya

pengintegrasian instrumen hukum yang berlaku dan kemudian oleh

pemerintah daerah di tindak lanjuti dengan pembentukan sistem yang

menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak kearah yang positif,

karena bagaimanapun penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bukan

hanya dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap para pelaku, melainkan
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bagaimana perbuatan tersebut dapat dicegah.

2. Selain pegintegrasian instrumen hukum yang ada, keterlibatan masayarakat
merupakan suatu hal yang harus di upayakan dalam mencegah timbulnya
tindakan seperti kekerasan panah wayer pada khususnya dan tindakan
kejahatan lainnya pada umumnya yang bisa saja menjadikan anak bukan
hanya sebagai korban namun juga berpotensi menjadi pelaku. Dengan adanya
keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan maka besar harapan,

pecegahan dapat berjalan maksimal.
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